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TENTANG 
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ANGGARAN BELANJA KEPALA DAERAH DAN W AKIL KEPALA DAERAH 
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA 

Menimbang 

Mengingat 

TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 

BUPATI BARITO UTARA, 

a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nornor 38 Tahun 
2018 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu ditetapkan 
Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito 
Utara tentang Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 
Anggaran 2019. 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat 
IJ Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2756); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republi.k Indonesia Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

tentang 
Republik 

Lembaran 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400L 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tam bah an Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahllil 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6044); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Neger:i Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menter:i Dalam 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bari to 
Utara Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Barito Utara Nomor 4)~ 

19. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 19 Tahun 2010 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito 
Utara Tahun 2010 Nomor 18 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Barito Nomor 45 Tahun 2014 
tentang pernbahan atas Peraturan Bupati Barito Utara 
Nomor 19 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara 
(Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 
45); 

20. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten 
Barito Utara Tahun 2018 Nomor 33); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN 
KEPALA DAERAH DAN W AKIL KEPALA 
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA 
ANGGARAN 2019. 

BELANJA 
DAERAH 

TAHUN 
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Pasal 1 

Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 
2019 adalah sebesar Rp. 8.737.051.857,- terdiri atas: 
1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 670.051.857 ,-
2. Belanja Langsung sebesar Rp. 8.067 .000.000,-

Pasal 2 

Anggaran Belanja Tidak Langsung Kepala Daerah dan Wa.kil Kepala Daerah 
Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 670.051.857 ,- terdiri atas: 
a. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wa.kil Kepala 

Daerah sebesar Rp. 270.051.857,-
b . Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

sebesar Rp. 400.000.000,-

Pasal 3 

Anggaran Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Pegawai/ Gaji dan 
Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019 
sebesar Rp. 270.051.857,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Huruf a 
dirinci sebagaiberikut: 
a) Gaji Pokok/Uang Representasi 
b) Tunjangan Keluarga 
c) Tunjangan Jabatan 
d) Tunjangan Beras 
e) Tunjangan pph/ TunjanganKhusus 
f ) Pembulatan Gaji 

Jumlah Belanja Pegawai 

Rp. 123.600.000,­
Rp. 21.960.000,­
Rp. 106.099.500,-
Rp. 6.083.280,-

Rp. 11.847.472,-
Rp. 461.605,-
Rp. 270.051.857,-

Pasal 4 

Anggaran Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Penunjang Operasional 
Kepala Daerah dan Wakil KepaJa Daerah ditetapkan berdasarkan klasifikasi 
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah sebagai berikut: 
a. sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi 

sebesar 3%; 
b . di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar paling rendah Rp 150 jut.a dan paling 

tinggi sebesar 2 % ; 
c. di atas 10 milyar s/d Rp 20 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling 

tinggi sebesar 1,50 %; 
d. di atas Rp 20 milyar s/d Rp 50 milyar paling rendah Rp 300 juta dan 

paling ti.nggi sebesar 0,80%; 
e. di atas Rp 50 milyar s/d Rp 150 milyar paling rendah Rp 400 juta dan 

paling tinggi sebesar 0,40 % ; dan 
f. di atas Rp 150 milyar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi 0,15 %. 
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Pasal 5 

Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud 
dalarn pasal 2 huruf b ditetapkan sebesar Rp.400.000.000,- (0.0,4% dari 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bari to Utara sebesar 
Rp. 85.000.000.000,-)diatur sebagai bcrikut: 
a. biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019 

ditetapkan sebesar 60% dari jumlah anggaran Rp. 400.000.000,- atau 
sebesar Rp. 240.000.000,-

b. biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019 
ditetapkan sebesar 40% dari jumlah anggaran Rp. 400.000.000,- atau 
sebesar Rp. 160.000.000,-

Pasal 6 

Biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah 
dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial 
masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung 
pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

Pasal 7 

Anggaran Belanja Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 
Anggaran 2019 sebesar Rp. 8.067.000.000,- yang diatur sebagai berikut: 
1. Besarnya Belanja Langsung Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah 

sebesar Rp. 6.141.350.000,- yang dirinci sbb: 
a) Belanja Pegawai Rp. 0,-
b) Belanja Barang dan Jasa Rp. 6.141.350.000,-
c) Belanja Modal Rp. 0,-

2. Besarnya Belanja Langsung Wak:il Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019 
adalah sebesar Rp. 1. 925.650.000,- yang dirinci sbb: 
a) Belanja Pegawai Rp. 0,-
b) Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.925.650.000,-
c) Belanja Modal Rp. 0,-

Pasal 8 

(1) Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini 
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Pos Kepala Daerah/ Wakil Kepala 
Daerah. 

(2) Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan peraturan perundangan yang 
berlaku dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut 
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(DPA-SKPD} pada Pos Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara. 
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Pasa19 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggol diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dae··an Kabupaten Barito 
Utara. 

Ditetapkan di ,\1uara Teweh 
2 Januari 2019 

/ ., _ ~O UTARA, 

({* ,. 

Diundangkan di Muara Teweh 
pada tanggal, Januari 2019 

~ · · J.LSYAH 
~ -,,, r:,( ~-, . -. ' " ,~t~/ 

ITO UTARA, 

FAUZI 
1092 1 199803 1 004 


